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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Manusiaxdengan tanahxadalah dua hal xyang tidakxbisa 

dipisahkan, karenaxkehidupan manusiaxtidak bisa lepasxdari tanah. Tanah 

merupakanxbenda yang sangatxberharga bagixmanusia, karenaxhampir 

semuaxkebutuhan manusiaxpasti terkaitxdengan tanah, mulaixmanusia 

lahir sampaixmeninggalpun selaluxmembutuhkan tanah. Manusia 

mempunyaixhubungan emosionalxdan spiritual denganxtanah. Tanah tidak 

hanyaxsemata-mata dipandangxsebagai komoditas yangxbernilai ekonomis 

belaka, tetapixhubungan tanahxdengan pemiliknyaxmengandung nilai-nilai 

budaya, adat, ekonomis, danxspiritual tertentu.
1
 Demikianxjuga bagi 

pemerintah, setiapxpembangunan yangxdilakukan olehxpemerintah pasti 

membutuhkanxtanah. 

Kebutuhanxmasyarakat akanxtanah dari harixke hari terus 

meningkat, searahxdengan lajunyaxpembangunan dixsegala bidang yang 

dilaksanakanxoleh BangsaxIndonesia. Fungsixtanah secaraxterus menerus 

mengalamixperkembangan sehinggaxkebutuhan masyarakatxakan tanah 

juga terusxmengalami perkembanganxyang disesuaikanxdengan tingkat 

kebutuhanxyang beranekaragam. Berbagaixaspek kehidupanxmanusia 

pastixmembutuhkan tanah, begituxpentingnya tanahxbagi manusiaxdapat 

dilihat darixkenyataan bahwa manusiaxtidak mungkinxhidup terlepas dari 

tanah. Berbagaixaktivitas, manusiaxselalu berhubunganxdengan tanahxdan 
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segala aktivitasxtersebut selaluxdilakukan di atasxtanah. Manusia 

berkembangxbiak hidupxserta melakukanxsegala aktivitasxdiatas tanah, 

sehinggaxsetiap saat manusiaxselalu berhubunganxdengan tanah. 

Tanahxsangat berhargaxbagi kehidupan manusiaxmaka seringkali 

tanahxmenjadi pemicuxtimbulnya sengketaxdalam masyarakat. Orang 

akanxmenggunakan berbagixcara untuk dapatxmemiliki atauxmenguasai 

tanah sekalipunxitu dilakukan denganxcara melanggar hukum. Penguasaan 

tanahxtanpa izin yangxberhak atau kuasanyaxyang sah, yang 

seringxdisebut denganxpendudukan tanahxsecara liarxtidak jarangxterjadi 

dalamxmasyarakat. Halxini disebabkanxdi satu sisixluas tanahxsemakin 

terbatas, sedangkanxkebutuhan masyarakatxakan tanahxsemakin 

bertambah. 

Pensertifikatanxtanah berdasarkanxdata yang adaxbelum mencapai 

100% olehxkarena itu masihxharus terus dilakukanxpendaftaran tanah 

gunaxtercapainya kepastianxhukum dan mengurangixterjadinya sengketa 

tanah yangxada. Demi tercapainyaxkepastian hukumxterhadap sebidang 

tanahxyang dimilikixseseorang, makaxPemerintah Pusatxdalam Nawacita 

yangxmerupakan 9 (sembilan) xprioritas yangxdiutamakan memberikan 

programxyang memudahkanxmasyarakat dalamxpengurusan sertifikat 

yangxmerupakan tandaxbukti hak denganxmengeluarkan Peraturan 

MenterixAgraria dan TataxRuang/KepadaxBadan PertanahanxNasional 

Republik IndonesiaxNomor 12 tahunx2017 tentangxPerubahan atas 

PeraturanxMenteri Agraria danxTata Ruang/KepalaxBadan Pertanahan 

NasionalxNomor 1 Tahunx2017 yang sebelumnyaxPeraturan Menteri 
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Agrariaxdan Tata Ruang/KepalaxBadan PertanahanxNasional Nomorx35 

Tahunx2016 tentangxPercepatan PelaksanaanxPendaftaran Tanah 

SistematisxLengkap. 

PendaftaranxTanah SistematisxLengkap selanjutnyaxditulis PTSL 

adalah kegiatanxpendaftaran tanahxuntuk pertama kalixyang dilakukan 

secacaraxserentak bagixsemua obyekxpendaftaran tanahxdiseluruh wilayah 

RepublikxIndonesia dalamxsatu wilayahxdesa/kelurahanxatau nama 

lainnya yangxsetingkat denganxitu, yangxmeliputi pengumpulanxdan 

penetapanxkebenaran dataxfisik dan dataxyuridis mengenaixsatu atau 

beberapa obyekxpendaftaran tanahxuntuk keperluanxpendaftarannya. 

Percepatan xpelaksanaan Pendaftaran xTanah Sistematis xLengkap 

sebagaimanaxdiatur dalamxPasal 3 ayatx (4) PeraturanxMenteri Agraria 

dan TataxRuang/BadanxPertanahan NasionalxNomor 12xtahun 2017 

tentangxPercepatan PelaksanaanxPendaftaran TanahxSistematis Lengkap 

dilakukanxdenganxtahapan : 

1. Perencanaan dan persiapan; 

2. Penetapan lokasi kegiatan PTSL; 

3. Pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi PTSL; 

4. Penyuluhan; 

5. Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah; 

6. Pemeriksaan tanah; 

7. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah serta 

pembuktian hak; 

8. Penerbitan keputusan pemberian atau pengakuan Hak atas 

Tanah; 

9. Pembukuan dan penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah; dan 

10. Penyerahan Sertifikat Hak atas Tanah. 

 

Badan Pertanahan Nasional selanjutnya ditulis BPN merupakan 

Lembaga Kementrian Pemerintah yang bertanggung jawab kepada 

Presiden. BPN bertugas dibidang pertanahan secara nasional, regional dan 
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sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah 

satu tugas fungsi BPN yaitu merumuskan dan melakukan kebijakan 

penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat, 

Pelayanan BPN khususnya di Kabupaten Pati dalam mewujudkan salah 

satu fungsi tugas BPN yaitu memberikan pelayanan pembuatan sertifikat 

tanah sesuai harapan pemohon. BPN meluncurkan program PTSL. 

Program ini menggantikan program Proyek Operasi Nasional Agraria 

selanjutnya ditulis PRONA, yaituxprogram nasionalxsertifikat gratis dari 

BPN kexmasyarakat. Secaraxnasional, KementerianxAgraria danxTata 

Ruangx (ATR)/BPNxmengusulkan 5 (lima) xjuta bidangxtanah yang akan 

didataxselanjutkan dibuatkanxsertifikat gratisxoleh masing-masingxBPN 

setempat dixdaerah. Setelahxmelalui prosesxpembahasanxanggaran, yang 

disetujuixhanya sekitarx2 juta bidangxtanah yang akanxdiberikan PTSLxdi 

tahunxanggaran 2017xdi Jawa Tengah. Setiapxtahunnya akanxmengalami 

peningkatanxjumlah bidangxtanah yang menjadixobjek PTSL 

yangxdisebar diseluruhxwilayah RepublikxIndonesia. Padaxtahun 2018 

target darixpelaksanaan PTSLxadalah sebanyakx7 (tujuh) jutaxbidang 

tanah danxpada tahunx2019 kembalixmeningkat menjadix9 (Sembilan) 

juta bidangxtanah. 

ProgramxPTSL dilaksanakanxdengan pendataanxyang dilakukan 

terpusatxdi dalam satuxdesa secara serentakxyang beradaxdi wilayah 

KabupatenxPati untuk tahunxanggaran 2017, berbedaxdengan PRONA 

yang satuxtahun anggaranxbisa disebarxkebeberapa desa, bahkanxhingga 

24 desa. Padaxprogram PRONA, tidakxseluruh bidangxtanah yang tidak 
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bersertifikatxdalam satu desaxdiberikan bantuanxtetapi secaraxbertahap, 

sedangkanxpada programxPTSL, desaxyang kenaxPTSL seluruhxtanah 

daerah tersebutxyang belum memilikixsertifikat akanxdibuatkan sertifikat. 

KepalaxKantor PertanahanxKabupaten Pati, YoyokxHadimulyo Anwar 

memastikanxtidak ada biayaxapapun dalam prosesxsertifikat tanah dan 

prosesxpengurusan sertifikatxtanah tidak dipungutxbiaya, mulai biaya 

pendaftaranxpengumpulan dataxyuridis atau pengecekanxfisik, 

pengukuranxlahan seluruh biayaxditanggung darixAnggaran Pendapatan 

dan BelanjaxNegara selanjutnyaxditulis APBN, pemohonxhanya 

dibebankan membelixmeterai, tandaxbatas berupaxpatok patok dan 

pemberkasan. Sertaxpada PTSLxproses data jugaxlebih cepat jikaxdata 

pendaftaranxdinyatakan benarxdan lengkap, sertifikatxdapat langsung 

diterbitkanxkepada pemohonxsertifikat.
2
 

KantorxPertanahan KabupatenxPati sebagaixsalah satu Kantor 

Pertanahanxdi Propinsi JawaxTengah padaxtahun 2017 telah 

melaksanakan PTSLxyang sudah direncanakanxdengan dukunganxdana 

dari PemerintahxPusat denganxAPBN denganxjumlah bidangxtanahnya 

yangxsudah ditentukan/terbatasxsesuai Daftar IsixPelaksanaan Anggaran 

selanjutnya ditulisxDIPA. Pada Tahunx2017 KabupatenxPati memperoleh 

PTSLxsebanyak 40.000 (empatxpuluh ribu) bidangxtanah di 20 (dua 

puluh) xkecamatan, yaituxdi Kecamatan Batangan, Cluwak, Dukuhseti, 

Gabus, xGembong, Jaken, Juwana, xKayen, Margorejo, Margoyoso, xPati, 

Margorejo, Sukolio, xTambakromo, Tayu, Tlogowungu, xTrangkil, 

                                                             
2
 Yoyok Hadimulyo Anwar, Wawancara Pribadi, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, 23 

Juni 2018. 
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Wedarijaksa, Winong.
3
 Darixtotal 40.000 (empatxpuluh ribu) PTSLxyang 

terbagixdalam 2 TahapxPTSL, padaxtahap pertamaxsebanyak 15.000 (lima 

belasxribu) dan tahapxkedua 25.000 (duaxpuluh lima ribu) dixWilayah 

KabupatenxPati. BPN Patixjuga melaksanakanxprogram lintas sektor 

sejumlahx450 bidang tanahxyang meliputi sektorxpertanian 50 bidang 

tanah, sektorxUsaha Kecil Mikroxselanjutnya ditulisxUKM sebanyak 150 

bidangxtanah dan sektorxnelayan atau perikananxuntuk 250 bidangxtanah 

yang terbagixmenjadi 2, yaituxNelayan Tangkapxsebanyak 150xbidang 

tanah danxNelayan Budidayaxsebanyak 100xbidang tanah. PTSLxperlu 

menjadixperhatian masyarakatxkarena memberikan kemudahanxdalam 

pengurusanxsertifikat tanah. Kemudahanxitu diantaranya tanpaxada 

pemungutanxbiaya pendaftaran meskixkomponen biaya persyaratan seperti 

pembelianxmaterai, patokxtanah, serta biayaxperpajakan tanahxtetap 

ditanggung olehxpemohon. 

Sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten Pati
 
Nomor : 49 /Kep – 33.18/I/ 2017 tentang

 

Penunjukan Lokasi Desa Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah UKM, 

Nelayan Tangkap, Nelayan Budidaya, Dan Petani Kantor Pertanahan 

Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2017. 

Tabel 1 : Penunjukan Lokasi Desa Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah 

Usaha Kecil Mikro (UKM), Nelayan Tangkap, Nelayan 

Budidaya dan Petani Kantor Pertanahan Kabupaten Pati Tahun 

Anggaran 2017. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten Pati Nomor : 49/Kep–33.18/I/2017 

                                                             
3
 Joko Purwanto, Wawancara Pribadi, Koordinator PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, 23 

Juni 2018. 

No. Jenis Kegiatan Kecamatan Desa Target 



 

7 
 

  

Berdasarkan fakta di lapangan masih banyak ditemukan tanah 

belum terdaftar di Kabupaten Pati, baik surat-surat yang dibuat oleh 

Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya ditulis PPAT dengan berbagai 

ragam dari tanah-tanah yang belum dikonversi dan pelaksanaan 

pendaftaran tanah secara tidak langsung berdampak pada kehidupan sosial-

ekonomi masyarakat Kabupaten Pati. Secara umum tentunya berdampak 

kepada kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia. Kajian ini secara 

umum mengulas bagaimana peranan sertifikasi tanah bagi kehidupan 

masyarakat, khususnya menelaah dari sisi nilai tanah setelah disertifikasi. 

1. Sertipikasi Hak Atas 

Tanah Usaha Kecil 

Mikro 

Batangan  Lengkong  150 Bidang 

 JUMLAH   150 Bidang  

     

No. Jenis Kegiatan Kecamatan Desa Target 

2.  Sertipikasi Hak Atas 

Tanah Nelayan 

Tangkap  

Dukuhseti Banyutowo  50 Bidang 

  Dukuhseti Alasdowo  16 Bidang 

  Dukuhseti Dukuhseti  18 Bidang 

  Dukuhseti Bakalan  15 Bidang 

  Tayu Sambiroto  8 Bidang 

  Juwana Trimulyo  43 Bidang 

 JUMLAH   150 Bidang  

     

No. Jenis Kegiatan Kecamatan Desa Target 

3. Sertipikasi Hak Atas 

Tanah Budidaya 

Dukuhseti Alasdowo  34 Bidang 

  Dukuhseti Bakalan  34 Bidang 

  Tayu Sambiroto  12 Bidang 

  Juwana Trimulyo  20 Bidang 

 JUMLAH   100 Bidang 

     

No. Jenis Kegiatan Kecamatan Desa Target 

4. Sertipikasi Hak Atas 

Tanah Petani 

Gembong Ketanggan  50 Bidang 

 Jumlah    50 Bidang  
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Adanya kenaikan nilai tanah mencerminkan kenaikan nilai asset yang 

dimiliki oleh masyarakat. 

Tabel 2 : Perbedaan syarat peserta PTSL dengan peserta lintas sektor 

nelayan. 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa persyaratan peserta 

PTSL dengan peserta program lintas sektor nelayan secara umum sama, 

namun yang membedakan yaitu di program sektor nelayan diwajibkan 

perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki pekerjaan sebagai 

nelayan dan/atau istri nelayan dan mempunyai Kartu Nelayan. 

Pada studi ini dipilih Kabupaten Pati sebagai wilayah kajian. 

Pemilihan ini dilandasi oleh beberapa alasan. Pertama, Kabupaten Pati 

merupakan wilayah yang telah melaksanakan beberapa program sertifikasi 

tanah dari pemerintah sejak tahun 1981 dengan Program PRONA, Program 

PTSL Nelayan 

a. Perorangan, Warga Negara 

Indonesia 

b. Fotokopi KTP; 

c. Fotokopi Kartu Keluarga 

atau C1; 

d. Fotokopi Leter C milik 

sendiri (sesuai nama KTP); 

e. Fotokopi SPPT-PBB terbaru; 

f. Sketsa Tanah; 

g. Nama dan tanda tangan 

Batas Utara, Timur, Selatan, 

Barat; 

h. Mencantumkan letak tanah; 

i. Menyiapkan materai; 

j. Menyiapkan patok. 

 

a. Perorangan, Warga Negara 

Indonesia, memiliki pekerjaan 

sebagai nelayan dan/atau istri 

nelayan; 

b. Fotokopi KTP; 

c. Fotokopi Kartu Keluarga atau 

C1; 

d. Fotokopi Kartu Nelayan; 

e. Fotokopi Leter C milik sendiri 

(sesuai nama KTP); 

f. Fotokopi SPPT-PBB terbaru; 

g. Sketsa Tanah; 

h. Nama dan tanda tangan Batas 

Utara, Timur, Selatan, Barat; 

i. Mencantumkan letak tanah; 

j. Menyiapkan materai; 

k. Menyiapkan patok. 
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Sertifikasi Masal Swadaya selanjutnya ditulis SMS sejak tahun 2005, dan 

Program PTSL yang dimulai pada tahun 2017. Kedua, dari sisi lokasi, 

Kabupaten Pati memiliki posisi yang strategis karena merupakan jalur 

utama lalu lintas wilayah penghubung 2 (dua) provinsi, yaitu Povinsi Jawa 

Tengah dan Jawa Timur. Hal ini membuat kondisi Kabupaten Pati menjadi 

dinamis, dan kondisi ini tentunya sedikit banyak berpengaruh masyarakat 

terutama tanah. 

Kabupaten Pati merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa 

Tengah yang ikut andil secara aktif dalam mensukseskan program 

pengembangan ekonomi masyarakat yang dicanangkan oleh Pemerintah 

Pusat. Program ini lebih diarahkan untuk menggerakkan ekonomi di 

pedesaan, karena basis pengembangan ekonomi lokal berada di pedesaan. 

Pengembangan wilayah di pedesaan akan lebih ditujukan untuk 

meningkatkan produksi pertanian, UKM dan hasil perikanan oleh nelayan. 

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang selanjutnya ditulis 

SPPT dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset 

Daerah Kabupaten Pati sampai dengan Februari tahun 2018 jumlah bidang 

tanah di Kabupaten Pati yang telah disertifikatkan sebanyak 479.280 

bidang dari total 726.400 bidang tanah sehingga 247.120 bidang tanah 

belum disertifikatkan.
4
 Semakin banyaknya tanah-tanah yang bersertifikat 

di Pati, maksud dan tujuan PTSL sebagaimana dimaksud oleh Undang-

Undang Pokok Agraria selanjutnya ditulis UUPA telah mewujud dalam 

kehidupan masyarakat diantaranya adalah : 

                                                             
4
 Data DPPKAD 2018. www.patikab.go.id diakses 24 Juli 2018. 

http://www.patikab.go.id/
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1. Terjaminnya hak atas tanah  

2. Dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemegang hak 

atas tanah. 

Mengingathpelaksanaan programhLintas Sektoral merupakanhkegiatan 

Kantor Pertanahanhyang berkaitanhdengan Instansihlain yaitu dengan Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, makahkesuksesannya 

dibutuhkanhsuatu koordinasi dan kinerja yang baik. Berdasarkan uraian 

tersebut guna mengetahui pelaksanaan PTSL lintas sektoral perlu dilakukan 

penelitian dalam rangka penyusunan skripsi, dengan judul : “Optimalisasi 

Sertifikasi Tanah Program Lintas Sektor Nelayan di Kabupaten Pati”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan sertifikasi tanah program lintas sektor nelayan di 

Kabupaten Pati ? 

2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat pelaksanaan 

sertifikasi tanah program lintas sektor nelayan di Kabupaten Pati ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk memahami dan menganalisis pelaksanaan sertifikasi tanah program 

lintas sektor nelayan di Kabupaten Pati. 

2. Untuk memahami dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi 

penghambat pelaksanaan sertifikasi tanah program lintas sektor nelayan di 

Kabupaten Pati. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian mengenai optimalisasi sertifikasi tanah program lintas 

sektor nelayan di Kabupaten Pati ini diharapkan dapat memberi manfaat atau 

kegunaan secara teoritis dan praktis. 

1. Kegunaan Teoritis 

 Diharapkanxhasil penelitian inixdapat memberikanxsumbangan 

pada pengembanganxdan kemajuan dibidangxilmu pengetahuan 

khususnyaxilmu Hukum TataxNegara. 

2. KegunaanxPraktis 

 Diharapkanxhasil penelitian inixdapat memberikanxsumbangan 

pemikiran, terutamaxkepada Badan PertanahanxNasional dan 

masyarakat dalam hal sertifikasi tanah program lintas sektor nelayan di 

Kabupaten Pati. 

E. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing-

masing bab saling terdapat keterkaitannya. Masing-masing bab diuraikan ke 

dalam sub-sub bab, sebagaimana diuraikan di bawah ini : 

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari 

kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap 
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pokok permasalahan, yang terdiri dari sub-sub bab yakni tentang optimalisasi, 

pendaftaran tanah, sertifikat tanah, program lintas sektoral, nelayan. 

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari 

metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode 

penentuan sampel, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode 

analisis data. 

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang 

merupakan inti dari skripsi ini yang meliputi pelaksanaan sertifikasi tanah 

program lintas sektor nelayan di Kabupaten Pati dan faktor-faktor yang 

menjadi penghambat pelaksanaan sertifikasi tanah program lintas sektor 

nelayan di Kabupaten Pati. 

BAB V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan 

dari hasil penelitian dan pembahasan tentang topik penelitian. Berdasarkan 

kesimpulan ini, Penulis akan memberikan saran yang diharapkan bermanfaat 

bagi pihak-pihak yang terkait dengan optimalisasi sertifikasi tanah program 

lintas sektor nelayan di Kabupaten Pati. 

 


